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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

 

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI 

KE PROVINSI JAWA BARAT 

MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024 

6 DESEMBER 2023 

 
 

I. PENDAHULUAN 

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA 

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat 

konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat 

Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR 

RI. 

 
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Jawa Barat 

berjumlah 16 (Enam belas) Orang Anggota, yang dipimpin oleh 

Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Saan Mustopa, M.Si (F-P Nasdem). 

 
Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke 

Provinsi Jawa Barat selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

NO NO - A N A M A K E T E R A N G A N 

1.  A-367 Saan Mustopa, M.Si. 
KETUA TIM 

Wakil Ketua Komisi II/ F-P Nasdem 

2.  A-248 Hj. Aidah Muslimah, S.E. Anggota/ F-PDI P 

3.  A-246 Dr. Hj. Rosiyati M.H. Thamrin, S.E., M.M., M.H. Anggota/ F-PDI P 

4.  A-165 H. Yadi Srimulyadi Anggota/ F-PDI P 

5.  A-273 Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. Anggota/ F-P Golkar 
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6.  A-075 H. Ahmad Muzani Anggota/ F-P Gerindra 

7.  A-126 Drs. Difriadi Anggota/ F-P Gerindra 

8.  A-390 Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. Anggota/ F-P. Nasdem 

9.  A-394 Kamran Muchtar Podomi, S.T. Anggota/ F-P. Nasdem 

10.  A-056 H. Haruna, M.A., M.B.A. Anggota/ F-PKB 

11.  A-528 Rezka Oktoberia Anggota/ F-P Demokrat 

12.  A-533 H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. Anggota/ F-P Demokrat 

13.  A-541 H. Mohammad Muraz, S.H., M.M. Anggota/ F-P Demokrat 

14.  A-428 Teddy Setiadi, S.Sos. Anggota/ F-PKS 

15.  A-484 Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. Anggota/ F-PAN 

16.  A-428 Paulus Ubruangge Anggota/ F-PAN 

S E K R E T A R I A T  

17.  ----- Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Kepala Bagian Sekretariat Komisi II 

18.  ----- Muhdar Yusa, S.Sos. Sekretariat Komisi II 

19.  ----- Syaiful Hadi Sekretariat Komisi II 

20.  ----- Eko Supriyanto, S.Kom. Protokol Komisi II 

21.  ----- Satya Alvino Pinandito, M.A. Tenaga Ahli Komisi II 

22.  ----- Abrar Amir, MAP. Tenaga Ahli Komisi II 

23.  ----- Moch. Andri Nurdiansyah Pemberitaan DPR RI 

24.  ----- Ronni Sundoro Pengemudi Bus DPR RI 

 

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kabag dan Staf Sekretariat 

Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, bagian 

Pemberitaan dan TV Parlemen, serta utusan dari 

Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu 
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Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pejabat KPU RI 

dan Pejabat Bawaslu RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

 
B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam 

rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 

dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023.  

 
C. RUANG LINGKUP 

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat ini, Komisi II DPR RI 

mengadakan pertemuan dan dialog dengan yang mewakili Pj. 

Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Bey Triadi Machmudin, S.E., 

M.T, beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selain 

itu juga hadir Pejabat Kemendagri,  Pejabat Setneg, Pejabat KPU 

RI, Pejabat Bawaslu RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu 

Provinsi Jawa Barat beserta jajaranya. Dalam kunjungan ini, Komisi 

II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, menyerapan aspirasi 

dan dialog dengan berbagai pihak dan stakeholder terutama 

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mitra kerja Komisi II 

di daerah. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi dewan dalam bidang pengawasan terkait dengan 

Kesiapan dan Persiapan Pemilu 2024 serta ruang lingkup tugas 

dan fungsi Komisi II DPR RI. 

 
Beberapa topik yang menjadi fokus perhatian Komisi II DPR RI 

dalam kunjungan kerja reses yakni berbagai hal yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, 

termasuk kendala yang dihadapi dan potensi masalah yang 

mungkin muncul, diantaranya adalah mengenai DPT, sosialisasi 

dan koordinasi, khususnya pada tahapan kampanye, keseragaman 

pemahaman terhadap regulasi yang ada, dukungan pemerintah 

daerah kepada penyelenggara pemilu, pengadaan dan 
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penyimpanan logistik pemilu, serta pelibatan masyarakat dalam 

mendukung tugas-tugas penyelenggara, dan lain sebagainya. 

 
Dalam kunjungan kerja reses ini Komisi II DPR RI juga ingin 

mengetahui sejauhmana proses NPHD untuk pelaksanaan Pilkada 

Serentak 2024 yang telah direalisasikan oleh Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu 

di daerahnya masing-masing.  

  
Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari 

kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II 

DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan 

Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI serta dengan 

pihak-pihak terkait lainnya. 

 
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA DI KANTOR GUBERNUR JAWA 

BARAT 

A. Sambutan Pimpinan Komisi II DPR RI 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ini merupakan kegiatan kunjungan 

kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-

2024, dimana pada kunjungan kerja reses kali ini, Komisi II DPR RI 

secara khusus menitikberatkan pada evaluasi dan pengawasan terkait 

persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 

Tahun 2024, dimana salah satu daerah yang menjadi tujuan kunjungan 

Komisi II DPR RI adalah Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Komisi II 

DPR RI juga melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera 

Utara dan Provinsi Bali.  

 
Terkait dengan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU beserta 

jajarannya telah melaksanakan beberapa tahapan. Demikian pula 

Bawaslu dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan 

tahapan tersebut. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan 

kampanye yang akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 

nanti. Apabila kita hitung dari hari ini, maka tersisa kurang lebih 70 hari 
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bagi kita semua untuk tiba pada tahap yang paling ditunggu-tunggu, 

yaitu pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024. 

 
Pada kunjungan kerja yang dilaksanakan ini, Komisi II DPR RI 

disamping bertujuan untuk dapat melihat langsung kesiapan 

penyelenggara pemilu di daerah dalam melaksanakan tahapan pemilu, 

juga ingin mendapatkan gambaran secara utuh terhadap berbagai 

permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun 

penyelenggara pemilu dalam upaya menyukseskan agenda besar 

nasional ini. Terlebih lagi Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi 

dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, dimana jumlah DPT 

Provinsi Jabar untuk Pemilu serentak 2024 adalah sebanyak 

35.714.901 pemilih, atau sekitar 17,4% dari total DPT secara 

keseluruhan yang berjumlah 204.807.222 pemilih.  

Provinsi Jawa Barat selalu menjadi salah satu barometer ataupun tolak 

ukur dalam setiap perhelatan Pemilu di Indonesia. Untuk itu, kesiapan 

penyelenggara Pemilu di Jawa Barat dalam melaksanakan setiap 

tahapan menjadi fator yang paling krusial agar penyelenggaran Pemilu 

dapat berjalan dengan lancar, damai, aman, dan kondusif.  Disamping 

itu, tentu saja dibutuhkan pula dukungan dari Pemerintah Daerah dan 

berbagai pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) 

dalam upaya menyukseskan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Provinsi 

Jawa Barat. 

 
Komisi II DPR RI melalui kunjungan kerja kali ini berharap dapat 

memperoleh berbagai informasi maupun masukan terhadap hal-hal 

yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi 

Jawa Barat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu 

Serentak 2024, termasuk kendala yang dihadapi dan potensi masalah 

yang mungkin muncul, diantaranya adalah: 

• Terkait Daftar Pemilih Tetap; 



6 
 

• Terkait sosialisasi dan koordinasi, khususnya pada tahapan 

kampanye; 

• Terkait keseragaman pemahaman terhadap regulasi yang ada; 

• Terkait dukungan pemerintah daerah kepada penyelenggara 

pemilu; 

• Terkait pengadaan dan penyimpanan logistik pemilu; 

• Terkait pelibatan masyarakat dalam mendukung tugas-tugas 

penyelenggara; dsb. 

 
Disamping itu, Komisi II DPR RI secara khusus juga ingin mengetahui 

sejauhmana proses NPHD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 

Tahun 2024 telah direalisasikan oleh Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu di 

daerahnya masing-masing. 

 
Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, 

dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan 

tajam terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan 

tersebut. Hal-hal lainnya akan disampaikan pula oleh Anggota Komisi 

II DPR RI pada diskusi nanti. 

 
Untuk mengefektifkan waktu yang ada, saya mempersilahkan para 

mitra untuk menyampaikan paparannya, dimulai dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh Pejabat Gubernur 

Jawa Barat.  Selanjutnya pemaparan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, 

dan dilanjutkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.  Kami juga nanti 

akan mempersilahkan unsur dari Forkopimda yang hadir pada hari ini 

untuk menyampaikan pandangannya. 
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B. Paparan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
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C. Paparan KPU Provinsi Jawa Barat
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D. Paparan Bawaslu Provinsi Jawa Barat 
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III. CATATAN DAN KESIMPULAN KUNJUNGAN KERJA DI MASA 

RESES KOMISI II DPR RI 

1. Komisi II DPR mengingatkan kepada PJ Gubernur Jawa Barat 

untuk segera menyampaikan kepada 5 (lima) Kepala Daerah yang 

masih belum menuntaskan alokasi dan tanda tangan Hibah NPHD 

sebesar 40% diantaranya Kabupaten Sumedang, Kota Depok, 

Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor dan Kota 

Tasikmalaya. 

2. Komisi II DPR mengimbau agar PJ Gubernur Jawa Barat 

menjalankan Surat Edaran Bersama Mendagri tentang pemberian 

Asuransi BPJS kepada semua penyelenggara Ad Hoc Pemilu baik 

KPU maupun Bawaslu, selain itu juga hendaknya dapat 

menganggarkan untuk pengamanan Pemilu bagi Polri dan Satpol 

PP. 

3. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU Jawa Barat agar 

melakuan Langkah Preventif terkait pengamanan Logistik Pemilu, 

dimana saat ini sampai dengan bulan Februari 2024 masih akan 

terjadi musim hujan dan potensi banjir sehingga akan berpengaruh 
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pada penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu, apabila Gudang 

tidak maksimal untuk dipindahkan. 

4. Komisi II DPR mengingatkan KPU Jawa Barat agar Distribusi 

Logistik terutama Surat Suara Pemilu 2024 tepat waktu sampai di 

Gudang KPU Kabupaten/Kota serta terdistribusi ke TPS jangan 

sampai telat hingga TPS mau dibuka di tanggal 14 Februari. 

Distribusi surat suara Pemilu juga jangan sampai ada yang lalai dan 

salah dalam pengiriman, sehingga tidak tertukar daerahnya 

terutama pada Provinsi-Provinsi dan Kabupaten Kepulauan dan 

yang terluar dan jauh terpelosok. 

5. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU Jawa Barat terkait 

dengan target partisipasi pemilih mencapai 82%, bukan sekedar 

mudah diucapkan dalam angka tetapi hendaknya KPU Jabar harus 

berkeja keras dan diperlukan terobosan dan langkah-langkah 

khusus dalam mengajak masyarakat untuk mencapai target 

tersebut.  

6. Adanya pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran proses 

tahapan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di beberapa 

KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Komisi II DPR meminta agar 

KPU pada setiap tingkatan untuk mematuhi dan melaksanakan 

laporan Bawaslu sehingga semua proses berjalan secara lancer 

sesuai dengan peraturan yang ada.  

7. Komisi II DPR berharap agar hendaknya Provinsi Jabar dapat 

menjadi Role Model dalam pelaksanaan suksesnya Pemilu tahun 

2024, hal ini dikarenakan Provinsi Jabar Wilayahnya sangat luas 

dan Pemilinya DPT nya terbesar. 

8. Komisi II DPR mengingatkan kembali kepada KPU Provinsi Jawa 

Barat agar permasalahan DPT harus bebas dan bersih dari 

permasalahan pemilih ganda, pemilih siluman, pemilih dimana 

penduduk yang belum kawin atau belum mencapai usia 17 tahun 

tetapi sudah terdaftar dalam DPT, juga bersih dari data pemilih 

yang alih profesi warga menjadi TNI POLRI. 

9. Komisi II DPR mengingatkan terkait permasalahan pelanggaran 

Netralitas ASN termasuk Pj Gubernur Jabar dan Pj Kepala daerah 

Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara 

Pemilu 2024, hendaknya Bawaslu di setiap tingkatan jika 

mendapatkan temuan harus punya keberanian untuk menindak, 

sehingga jagan terkesan melakukan pembiaran dan tebang pilih 

dalam pelanggaran Netralitas ASN. 

10. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU RI tentang 

permasalahan seleksi KPU Kabupaten Sukabumi dan KPU Kota 

Sukabumi yang hingga saat ini belum dilantik sementara Tahapan 

Pemilu sudah masuk pada Tahapan Krusial Kampanye dan 

pengadaan dan distribusi Logistik Pemilu 2024. 
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11. Komisi II DPR mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan 

Bawaslu di setiap tingkatan untuk tidak menghalangi Ketua RT dan 

Ketua RW berserta perangkatnya dengan melarang terlibat 

kampanye, sementara melarang RT dan RW dalam kampanye 

tidak ada aturan mengatur tentang hal tersebut. 

12. Terkait dengan simpang siurnya pelarangan pemberian uang 

transport dan uang makan dari Peserta Pemilu, hendaknya KPU 

dan Bawaslu dapat melakukan sosialisasi secara langsung 

terhadap Keputusan KPU yang melarang pemberian uang makan 

dan transport kepada masyarakat dalam bentuk uang. Dalam 

Perbawaslu tentang pengawasan kampanye juga 

memperbolehkan biaya makan dan transport peserta kampanye, 

sehingga Pengawasan Bawaslu tentang hal tersebut harus juga 

clear sampai ke Panwaslu. 

13. Komisi II DPR mengingatkan agar Pemerintah Daerah memastikan 

Blangko e-KTP cukup tersedia dalam percetakan untuk pemilih 

yang telah terdaftar maupun pemilih tambahan, Temuan Komisi II 

saat berkunjung ke satu Kabupaten masih terjadi kekurangan 

blangko e-KTP mencapai 10 rb an blangko. Untuk itu Pemda 

hendaknya berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri 

terkait ketersediaan blangko, karena jika permasalahan pada 

Anggaran, Komisi II DPR menjamin tidak ada permasalahan 

anggaran untuk pengadaan blangko e KTP, dimungkinkan masalah 

distribusinya dan kuota setiap daerah yang diatur oleh pejabat 

Kemendagri. 

14. Komisi II DPR mengharapkan agar Bawaslu dalam setiap tingkatan 

pada Tahapan Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara 

dan masa tenang Pemilu 2024, apabila terdapat pelanggaran-

pelangaran diutamakan melakukan tindakan yang preventif, 

sehingga tidak semua pelanggaran dijadikan temuan untuk 

diproses dan nyatanya temuan dan aduan tersebut juga tidak 

sampai pada proses tindak lanjut.  

15. Komisi II DPR mengingatkan Permasalahan pelanggaran 

Netralitas, terutama terhadap POLRI, TNI dan ASN jangan menjadi 

permasalahan dan citra buruk pemerintah. 

16. Komisi II DPR juga mengingatkan antisipasi pada hari pemungutan 

dan perhitungan suara terhadap keselamatan dari penyelenggara 

badan Ad Hoc Pemilu sehingga tragedi meninggal dunia tidak 

terjadi lagi seperti Pemilu 2019.  

17. Komisi II mengingatkan agar KPU dan Bawaslu dalam menentukan 

personil Badan Ad Hoc juga memperhatikan Keterwakilan terhadap 

kuota Perempuan, yang bukan saja hanya formalitas tetapi pihak 

penyelenggara dapat menjalankan ketentuannya. 

18. Komisi II DPR mengingatkan akan Potensi pelanggaran dan 

kecurangan Pemilu akan terjadi dimana-mana secara masif, 



40 
 

termasuk jual beli suara dan money politic yang sering terjadi di 

Pemilu, Pilpres dan Pilkada tanpa terhindarkan dan sulit tertangani 

oleh Pengawas Pemilu dan bahkan dari Pihak Kepolisian, dengan 

durasi waktu yang sedikit dan personal pengawas yang terbatas 

menjadi permasalahan tersendiri dan menjadi evaluasi terhadap 

legislasi yang ada mengatur tentang Pemilu dan Pilkada. 

19. Bagi Komisi II DPR, parameter Pemilu harus berjalan dengan tepat 

waktu dan berjalan secara Luber, Jurdil, Aman dan Damai. Dengan 

melibatkan semua partisipasi kalangan masyarakat, ulama, tokoh, 

ormas dan anak bangsa dalam kesuksesan Pemilu yang terbesar 

di dunia. 

20. Dengan terselenggaranya Pemilu 2024 secara sukses, aman, tertib 

dan damai, Komisi II DPR berharap agar pemimpin yang dipilih 

adalah pemimpin yang berkualitas dan dapat menerapkan janji-janji 

dan aspirasi kehidupan masyarakat dalam kemajuan bangsa dan 

negara.  

 

 Jakarta, 12 Desember 2023 
 

Ketua Tim 
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI 

 

 


